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PENUTUF
5.1 Kesimpulan

PPada penelitian ini, interoperabilitas e-government sangat penting untuk mendukung
efektivitas layanan publik digital. khususnya seperti yang ditunjukkan oleh Aplikasi
Jogja Istimewa milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini dibuat
sebagai platform terpadu. yang menyatukan beberapa layanan publik dari berbagai
Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam satu sistem digital yang dapat diakses
publik Bendasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
A. Interoperablilitas

Interopersbilitas dalam aplikasi Jogja Istimewa belum optimal. Hal ini terlihat dari
masih adanya integrasi yang bersifat parsinl antara aplikasi dan sistem pelayanan publik
lainnya di lingkungan pemerintah daerah DIY. Selain itu, belum semus fitur aplikasi
mduitmlgpeml:urm data secara terbuke, real-time, dan lintas instansi. Penelitian ini
menunjukkan bahwa ketercapaian interoperabilitas datam aplikasi Jogja Istimewa belum
ﬂm'-'m.:ﬂﬂhiimiudiknlm mlmbilhs menurut Marganti et al.
(2020), terdnpat capaisn yang bervarizsi. Dari sisi kompatibilitas kebijakan dan interaksi
dengan pengguna, aplikasi ini menunjukkan hasil yang ﬂ_.':l-lkll'p baik. Jogja Istimewa telah

dirancang sesuai regulasi SPBE dan Pergub DIY Nomor 67 Tahun 2022 serta
menyediakan akses layanan publik yang mendukung transparansi dan keterlibatan
masyarakat. Namun demikian, dua aspek lain vakni desain proses dan keselarasan

proses antar instansi masih menghadapi kendala. Masih ditemui proses mtegrasi manual
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antar OPD, fragmentasi data, serta kurangnya sinkronisasi dalam pembaruan dan
pengelolsan informasi. Hambatan teknis seperti perbedaan format data serta
keterbatasan koordinasi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan interoperabilitas
yang menyeluruh.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa penerapan interoperabilitas dalam e-

timial pada aplikasi Jogja Istimewa,
dikarenakan Proses yang diterapkan dalam aplikasi belum seluruhnya selaras dengan
mekanisme birokrasi dan S0P pemenntah daerah. Beberapa layanzn digital masih

memertukan proses manual atau
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administratif tambahan di luar aplikasi, menunjukkan kurangnya alignment dengan
3. Kompatibilitas Dengan Kebijakon

Kompatibilitas dengan kebijakan pads aplikasi Jogja lIstimewa sudah cukup
Kompatibel, karena aplikasi telah dirancang untuk mendukung kebijakan pelayanan
publik berbasis digitalidan keter i, Namun, masih ditemukan tantangan

bagai bagian dari upaya transformasi
ogyakarta, ditemukan sejumiah hambatan

Dalam m Cl ""'”"3.'=_ A "‘ AU A
digijn] pametmh han di Daerah Ishmewa Y
yang menghambat optimalisasi interoperabilitas e-government. Kesimpulan hambatan-
hambatan tersebut sebagai berikut:

. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):
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Diskominfa DIY menghadapi keterbatasan tenaga teknis vang signifikan. sehingga
sangat bergantung pada pihak ketiga untuk pengembangan dan pemelibaraan aplikasi,
Hal ini berdampak pada efektivitas dan kontinuitas layanan digital.

2. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat:

Minimnya upaya sosialisasi y: erstruktur dan menveluruh menyehabkan

buiyak ninsysralkat S miengy sémahami fungsi aplikasi ini, schingga

aplikasi sebagai sumber layanan publik.
6. Kendala Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:
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Proses adaptasi terhadap kebijakan atau fitur baru sering terhambat oleh belum
siapnya data atau struktur informasi dari OPD, sehingga pengembangan aplikasi menjadi
lambat.

7. Keterbatasan Cakupan Fitur Layanan Administratif:
Aplikasi masih didominasi oleh fitug informatif, sementara layanan administratif

API dan JSON secara menyeluruh agar pertukaran informasi dapat berlangsung secara
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3. Sosialisasi dan pelatihan literasi digital kepada masyarakst dan aparatur pemerintah
harus diperiuas agar seluruh pihak dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi Jogja
Istimewa dan layanan publik digital secara umum,

4. Evaluasi berkala terhadap aplikasi Jogja Istimewa harus dilakukan dengan melibatkan

dari masyarakat dopat menjadi dasar

interoperabilitas dari sisi pengguna secara kuantitatif, maupun integrasi lintas sistem di
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Untuk itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperiuas cakupan dengan
membandingkan interoperabilitas beberapa aplikasi e-government di berbagai daerah
atau instansi, serta menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) agar dapat
kuaitas pelayanan publik dan kepuasan
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